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TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL
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Abstrak

Kedudukan putusan serta merta secara eksplisit telah diatur dalam Pasal 108
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial sebagai solusi untuk memulihkan hak-hak pekerja/buruh secara cepat, tepat, dan
berkeadilan. Namun, dalam praktik di peradilan, khususnya Pengadilan Hubungan
Industrial sangat jarang sekali hakim menjatuhkan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij
Voorraad) alasannya karena putusan serta merta harus sesuai dengan Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000. Sehingga yang dijadikan acuan dalam
menjatuhkan putusan serta merta adalah SEMA, sedangkan undang-undang mengatur
putusan tersebut.Maka dari itu, dibutuhkan keberanian dari seorang hakim dalam
menjatuhkan putusan serta merta(Uitvoerbaar Bij Voorraad) berdasarkan peraturan
perundangan yang telah ditetapkan agar putusan yang dihasilkan dapat memberikan
keadilan bagi pencari keadilan.

Abstract

The position of the verdict immediately explicitly provided for Article 108 of Law
No. 2 of 2004 on The Settlement of Indutsrial Disputes as a solution to restore the rights of
workers/laborers in a rapid, accurate, and fair. However, in practice in the judiciary,
especially in The Industrial Relation Court very rarely judge the verdict immediately
(Uitvoerbaar Bij Voorraad) ruled that the reasons for decision will be in accordance with
the Supreme Court Circular No. 3 of 2000. So, referenced in decisions is SEMA while law
regulate the verdict. Therefore, it takes courage of a judge in the verdict immediately
(Uitvoerbaar Bij Voorraad) based on the legislation that has been set so that the decision
produced can provide justice for litigants.

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan masyarakat, ma-
nusia pasti melakukan usaha atau bekerja
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,
karena sesuai dengan pendapat Karl Marx
bekerja adalah hakikat manusia.' Dalam
pekerjaan tersebut, manusia atau anggota
masyarakat diikat satu sama lain oleh hu-
kum sehingga ia disebut sebagai subyek hu-
kum (subjectus juris) yaitu segala sesuatu
yang memperoleh hak dan kewajiban dari

'Adelbertus Sinjdres, Antropologi Filsafat
Manusia, Paradoks dan  Seruan, Kanisius,
Yogyakarta, 2004, hlm. 75.

hukum dan karena itu manusia mempunyai
kewenangan hukum.

Sebagai subyek hukum, manusia
adalah mahluk yang sadar dan bebas se-
hingga ia dapat memilih untuk melakukan
usaha atau kegiatan baik secara sendiri
maupun dalam bentuk suatu wadah berupa
badan hukum, seperti perseroan terbatas.
Dengan kata lain, perseroan terbatas seba-
gai badan hukum merupakan salah satu pi-
liha;n bagi masyarakat dalam kegiatan usa-
ha.

’Harlen Sinaga, Batas-Batas Tanggung Jawab Perdata
Direksi Atas Palilitnya Perseroan Terbatas Dalam Teori dan
Praktik, Adinatha Mulia, Jakarta, 2012, hlm. 7.
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Dunia usaha merupakan bagian dari
domain pasar (market) dalam hubungannya
dengan negara (state) dan masyarakat (civil
society). Maka dunia usaha harus ditumbuh
kembangkan bersama-sama secara seimba-
ng dengan domain negara (state) dan ma-
syarakat (civil society). Untuk itu harus ada
hubungan yang saling mempengaruhi dan
saling mengendalikan, sehingga tidak ter-
jadi dominasi antara yang satu terhadap
yang lain.’ Dunia usaha sangat erat keter-
kaitannya dengan hubungan industrial* ka-
rena dalam melaksanakan hubungan indus-
trial, pengusaha dan organisasi pengusaha
mempunyai fungsi menciptakan kemitraan
mengembangkan usaha, memperluas lapa-
ngan kerja, dan memberikan kesejahteraan
pekerja/buruh secara terbuka, demokratis,
dan berkeadilan.’

Begitu juga dengan pekerja/buruh
dalam melaksanakan hubungan industrial
mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan
sesuai dengan kewajibannya, menjaga ke-
tertiban demi kelangsungan produksi, me-
nyalurkan aspirasi secara demokratis, me-
ngembangkan keterampilan dan keahlian-
nya serta ikut berperan memajukan perusa-
haan. Adapun pemerintah dalam melaksa-
nakan hubungan industrial mempunyai fu-
ngsi menetapkan kebijakan, memberikan
pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan
melakukan penindakan terhadap pelanggar-
an peraturan perundang-undangan ketena-
gakerjaan.

Dengan adanya hubungan industrial
tersebut, maka terjadilah hubungan hukum
khususnya antara pengusaha dan pekerja

3Jimly Asshiddigie, Hukum Tata Negara &
Pilar-Pilar Demokrasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2012,
hlm. 135.

*Hubungan Industrial adalah hubungan
antara pengusaha dan pekerja dalam perusahaan dan
peran serta pemerintah sebaga yang menetapkan
peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan,
lihat Ugo dan Pujio, Hukum Acara Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial Tata Cara dan
Proses PenyelesaianSengketa Perburuhan, Sinar
Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 4.

*Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 102 ayat (3), LN-RI
Tahun 2003 Nomor 39, TLN-RI Nomor 4279.
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untuk menciptakan hubungan yang harmo-
nis. Hubungan hukum tersebut menimbul-
kan hak dan kewajiban bagi para pihak, hal
mana hak dan kewajiban para pihak telah
diatur di dalam perjanjian kerja, peraturan
perusahaan, perjanjian kerja bersama serta
di dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan yang terkait.

Hak dan kewajiban tersebut yang
telah ditentukan kadangkala dilanggar oleh
salah satu pihak, sehingga timbullah gese-
kan-gesekan yang menyebabkan perselisi-
han (perselisthan hubungan industrial)°.
Oleh karena masalah perselisihan hubungan
industrial yang terjadi semakin kompleks.
Maka dari itu, pada tahun 2004 telah di-
bentuk undang-undang nomor 2 tahun 2004
tentang Penyelesaian Perselisihan Hubung-
an Industrial, yang dengan undang-undang
tersebut dibentuklah pengadilan khusus ya-
ng diberi nama Pengadilan Hubungan In-
dustrial mengacu kepada undang-undang
nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman jo undang-undang nomor 49
tahun 2009 tentang Peradilan umum.

Lahirnya undang-undang nomor 2
tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisi-
han Hubungan Industrial dimaksudkan un-
tuk melindungi dan membentuk hubungan
antara para pelaku dalam proses produksi
barang dan/atau jasa yang melibatkan stake
holder (pengusaha, pekerja, dan pemerin-
tah) apabila terjadi perselisihan di antara
para pihak dengan mengedepankan nilai-
nilai hukum yang hidup (living law) yaitu
Pancasila dan UUD 1945. Penyusunan un-
dang-undang ini merupakan penggantian
terhadap undang-undang nomor 12 tahun

Sperselisihan Hubungan Industrial adalah
perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertenta-
ngan antara pengusaha atau gabungan pengusaha
dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat
buruh karena adanya perselisihan mengenai hak,
perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan
hubungan kerja dan perselisihan antar serikat peker-
ja/serikat buruh dalam satu perusahaan, lihat Pasal 1
ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Indus-
trial. LN-RI Tahun 2004 Nomor 4, TLN-RI Nomor
4356.
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1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja
di Perusahaan Swsata dengan tujuan agar
terwujud peradilan yang benar-benar men-
jamin perlindungan kepentingan terbaik ter-
hadap para pihak hubungan industrial yang
bebas dari intervensi pihak manapun.

Mengenai substansi yang diatur da-
lam undang-undang nomor 2 tahun 2004
tentang hukum acara Penyelesaian Perseli-
sthan Hubungan Industrial, antara lain ada-
lah penyelesaian melalui bipartit, penyele-
saian di luar pengadilan (mediasi, konsili-
asi, arbiter), dan penyelesaian melalui peng-
adilan. Kemudian hukum acara yang berla-
ku pada undang-undang ini adalah hukum
acara perdata yang berlaku pada pengadilan
dalam lingkungan peradilan umum, kecuali
diatur secara khusus dalam undang-undang
ini.

Adapun salah satu contoh pengkhu-
susan dari undang-undang ini adalah mene-
rapkan bagi Ketua Majelis Hakim Penga-
dilan Hubungan Industrial untuk mengelu-
arkan putusan yang dapat dilaksanakan
terlebih dahulu(Uitvoerbaar Bij Voorraad),
meskipun putusannya diajukan perlawanan
atau kasasi. Putusan yang dapat dilaksana-
kan terlebih dahulu atau yang sering disebut
dengan putusan serta merta ini merupakan
salah satu putusan peradilan yang istimewa
dan dapat memenuhi asas yang ada dalam
hukum acara perdata yaitu bersifat seder-
hana, cepat dan biaya ringan.

Berdasarkan ketentuan yang digaris-
kan dalam Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBG,
dan Pasal 54 Rv, memberikan wewenang
kepada hakim menjatuhkan putusan yang
berisi diktum: memerintahkan pelaksanaan
lebih dahulu putusan, meskipun belum me-
mperoleh kekuatan tetap adalah bersifat
eksepsional.” Penerapan Pasal 180 HIR di-
maksud tidak bersifat generalis, tetapi ber-
sifat terbatas berdasarkan syarat-syarat yang
sangat khusus. Karakter yang memperbo-
lehkan eksekusi atas putusan yang berisi

M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata
Tentang  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar
Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 898.

Muhammad Nur Amin

amar dapat dijalankan lebih dahulu sekali-
pun putusan tersebut belum memperoleh
kekuatan hukum tetap, merupakan ciri ek-
sepsional yakni sebagai pengecualian yang
sangat terbatas berdasarkan syarat-syarat
yang ditentukan undang-undang.®

Pelaksanaan putusan serta merta ini
menjadi polemik di kalangan pencari ke-
adilan, kemudian Mahkamah Agung meng-
eluarkan Instruksi dan Surat Edaran Mah-
kamah Agung (SEMA) tentang putusan ser-
ta merta sebagai acuan atau pedoman bagi
para hakim untuk menjatuhkan putusan
serta merta tersebut. Adapun SEMA terkait
tentang putusan serta merta ini adalah
SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tertanggal 21
Juli 2000, yang berisi agar para hakim tidak
menjatuhkan putusan serta merta kecuali
dalam hal sebagai berikut:’

a. Gugatan di dasarkan pada bukti
surat autentik atau surat tulisan ta-
ngan (handschrift) yang tidak diban-
tah kebenaran tentang isi dan tanda
tangannya.

b. Gugatan tentang utang piutang yang
jumlahnya sudah pasti dan tidak
dibantah.

c. Gugatan tentang sewa menyewa ta-
nah, rumah, gudang, dan lain-lain
dimana hubungan sewa menyewa
sudah habis atau lampau, atau pe-
nyewa terbukti melalaikan

*Ibid.

Sebelumnya Mahkamah Agung telah
mengeluarkan SEMA terkait dengan putusan serta
merta ini antara lain: SEMA Nomor 13 Tahun 1964
tertanggal 10 Juli 1964, SEMA Nomor 4 Tahun
1965 tertanggal 30 Desember 1965, SEMA Nomor 5
Tahun 1969 tertanggal 2 Juni 1969, SEMA Nomor
16 Tahun 1969 tertanggal 11 Oktober 1969, SEMA
Nomor 3 Tahun 1971 tertanggal 17 Mei 1971,
SEMA Nomor 6 Tahun 1975 tertanggal 1 Desember
1975, SEMA Nomor 3 Tahun 1978 tertanggal 1
April 1978, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tertanggal
21 Juli 2000, dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001.
SEMA Nomor 4 tahun 2001 merupakan penegasan
agar setiap memberikan putusan serta merta
berlandaskan SEMA Nomor 3 Tahun 2000,
khususnya memperhatikan butir 7 SEMA Nomor 3
Tahun 2000.
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kwajibannya sebagai penyewa yang

beritikat baik.

d. Pokok gugatan mengenai tuntutan
pembagian harta perkawinan (gono-
gini) setelah putusan mengenai gu-
gatan cerai mempunyai kekuatan
hukum tetap.

e. Dikabulkannya gugatan provisionil,
dengan pertimbangan hukum yang
tegas dan jelas serta memenuhi Pasl
332 Rv.

f. Gugatan berdasarkan putusan yang
telah memperoleh kekuatan hukum
tetap (in kracht van gewijsde) dan
mempunyai hubungan dengan po-
kok gugatan yang diajukan.

g. Pokok sengketa mengenai bezits-
recht.

Berdasarkan Instruksi dan SEMA di
atas beberapa catatan Penulis adalah se-
bagai berikut: Pertama, didalam SEMA ini
tidak ada larangan bagi Ketua Pengadilan
Negeri mengeluarkan putusan serta merta.
Kedua, mengenai bukti otentik yang diaju-
kan.Ketiga, dikabulkannya gugatan provis-
inil artinya adanya permintaan dari salah
satu pihak. Dengan demikian, SEMA ter-
sebut dapat dijadikan acuan sebagai pedo-
man bagi para hakim untuk mengeluarkan
putusan serta merta.

Apabila dilihat dari Pasal 108 un-
dang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisthan Hubungan Indus-
trial, secara tegas mengatur bahwa Ketua
Majelis Hakim dapat mengeluarkan putusan
yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu.
Akan tetapi, di dalam praktik persidangan
(Pengadilan Hubungan Industrial) jarang
sekali hakim mengeluarkan putusan serta
merta dengan alasan bahwa putusan serta
merta harus berdasarkan ketentuan SEMA
No. 3 Tahun 2000, sehingga hakim meno-
lak permintaan yang diajukan oleh salah
satu pihak untuk mengeluarkan putusan ser-
ta merta tersebut.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang di-
uraikan secara singkat di atas, maka dapat
dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
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1. Bagaimana kedudukan SEMA yang
mengatur putusan serta merta dengan
adanya Pasal 108 Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisthan Hubungan
Industrial?

2. Bagaimana syarat penjatuhan putusan
serta merta dalam Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2004 Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial?

C. Pembahasan

1. Pengertian Putusan Hakim dan Je-
nis-Jenis Perselisihan Pengadilan Hu-
bungan Industrial

Hakim merupakan pilar utama dan
tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam
proses peradilan. Sebagai salah satu elemen
kekuasaan kehakiman yang menerima, me-
meriksa, dan memutus perkara, hakim di-
tuntut untuk memberikan keadilan kepada
para pencari keadilan. Hakim adalah peja-
bat yang melaksanakan tugas kekuasaan
kehakiman. Istilah pejabat membawa kon-
sekuensi yang berat, oleh karena kewena-
ngan dan tanggung jawabnya terumuskan
dalam rangkaian tugas, kewajiban, sifat,
dan sikap tertentu, yaitu penegak hukum
dan keadilan.'’

Putusan hakim atau putusan penga-
dilan merupakan aspek penting yang diper-
lukan untuk menyelesaikan suatu perkara.
Oleh karena itu, dengan putusannya hakim
menetapkan apa hukum dan keadilannya
dalam sengketa atau pelanggaran hukum.
Sedangkan di lain pihak, putusan hakim
merupakan visi hakim yang mengadili per-
kara sekaligus puncak pencerminan nilai-
nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi
manusia, penguasaan hukum, visualisasi e-
tika, mentalitas, dan moralitas dari hakim
yang bersangkutan. '

"Wildan Suyuthi Mustofa, Kode Etik
Hakim Edisi Kedua, Kencana Prenada Media Group,
Jakarta, hlm. 54.

"Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan
Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia
Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuatnya,
dan Permasalahannya, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2010, him. 129.
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Lilik Mulyadi memberikan definisi
apa yang disebut dengan putusan hakim.
Karena begitu kompleksitasnya dimensi dan
substansi putusan hakim tersebut, maka ti-
daklah mudah memberikan rumusan aktual,
memadai, dan sempurna terhadap peng-
ertian putusan hakim. Secara teoritis dan
praktik putusan hakim merupakan putusan
yang diucapkan oleh hakim karena jabatan-
nya dalam persidangan suatu perkara yang
terbuka untuk umum setelah melakukan
proses dan prosedural hukum acara pada
umumnya berisikan amar dikabulkan atau
ditolak, atau tidak dapat diterima dibuat
dalam bentuk tertulis dengan tujuan penye-
lesaian perkara.'

Tugas hakim untuk menentukan hu-
kum dan keadilan dalam masyarakat adalah
berat tetapi mulia. Berat karena sebagai
manusia biasa yang penuh dengan segala
kekurangannya, tetapi diberi hak istimewa
(previlege) oleh negara atas nama Tuhan
Yang Maha Esa untuk menentukan salah ti-
daknya, benar tidaknya tindakan seseorang,
bahkan dalam perkara pidana mati hidup-
nya seseorang. Karena, dengan keputusan-
nya seorang hakim mampu menampakkan
cahaya kebenaran dan keadilan yang di-
harapkan masyarakat.'

Secara substansial, putusan hakim
dalam pengadilan hubungan industrial re-
latif identik dengan perkara perdata pada
pengadilan negeri. Ketentuan mengenai pu-
tusan hakim dalam pengadilan hubungan
industrial diatur dalam Pasal 100 sampai
dengan Pasal 115 Undang-undang Nomor 2
tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisi-
han Hubungan Industrial. Dalam ketentuan
Pasal 100 Undang-undang Nomor 2 tahun
2004 telah ditentukan bahwa majelis hakim
dalam mengambil putusan harus memper-
timbangkan hukum, perjanjian yang ada,
kebiasaan dan keadilan. Putusan hakim da-
lam perkara perselisihan hubungan indus-
trial wajib diucapkan selambat-lambatnya
50 (lima puluh) hari terhitung sejak sidang

“Ibid., hlm. 131.
BWildan Suyuthi Mustofa, Op. Cit., him.
91.

Muhammad Nur Amin

pertama. Kemudian, berdasarkan kewenan-
gan Pasal 108 undang-undang nomor 2
tahun 2004, ketua majelis hakim pengadilan
hubungan industrial dapat mengeluarkan
putusan yang dapat dilaksanakan terlebih
dahulu meskipun putusannya tersebut di-
ajukan perlawanan atau kasasi.

Pada dasarnya, jenis-jenis perselisi-
han hubungan industrial berdasarkan keten-
tuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 2
tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisi-
han Hubungan Industrial, berwenang me-
meriksa dan memutus:

a. Di tingkat pertama mengenai per-
selisihan hak'*

b. Di tingkat pertama dan terakhir me-
ngenai perselisihan kepentingan'

c. Di tingkat pertama mengenai perse-
lisihan pemutusan hubungan kerja'®

d. Di tingkat pertama dan terakhir me-
ngenai perselisihan antar serikat pe-
kerja/serikat buruh dalam satu per-
usahaan'’

"“perselisihan  hak adalah perselisihan yang
timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya
perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan
perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, lihat lihat Pasal
1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. LN-RI
Tahun 2004 Nomor 4, TLN-RI Nomor 4356.

Pperselisihan kepentingan adalah perselisihan
yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya
kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan atau
perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam
perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian
kerja bersama, lihat Pasal 1 angka 3 Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial. LN-RI Tahun 2004 Nomor 4, TLN-
RI Nomor 4356.

'SPerselisihan pemutusan hubungan kerja adalah
perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian
pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang
dilakukan oleh salah satu pihak, lihat Pasal 1 angka 4
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. LN-RI
Tahun 2004 Nomor 4, TLN-RI Nomor 4356.

"Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh
adalah perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh
dengan serikat pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satu
perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham
mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban
keserikatpekerjaan, lihat Pasal 1 angka 5 Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial. LN-RI Tahun 2004 Nomor 4, TLN-
RI Nomor 4356.

184



Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi llmu Hukum sumpah Pemuda.
Vol. 27 No.3 September 2021, hal. 180-189

Mengenai perselisihan hak pengadi-
lan hubungan industrial sebagai tingkat per-
tama maka upaya hukum para pihak yang
tidak menerima putusan adalah kasasi pada
Mahkamah Agung, terhadap perselisihan
kepentingan maka pengadilan hubungan in-
dustrial merupakan peradilan tingkat per-
tama dan terakhir. Terhadap perselisihan
pemutusan hubungan kerja maka pengadi-
lan hubungan industrial merupakan peradi-
lan tingkat pertama, sedangkan upaya hu-
kum bagi para pihak yang tidak menerima
putusan adalah kasasi pada Mahkamah
Agung. Terakhir terhadap perselisihan antar
serikat pekerja/serikat buruh dalam satu
perusahaan maka pengadilan hubungan in-
dustrial merupakan peradilan tingkat per-
tama dan tingkat terakhir.

2. Tata Urutan Peraturan Perundang-
undang di Indonesia

Hierarkis adalah perjenjangan setiap
jenis peraturan perundang-undangan yang
didasarkan pada asas bahwa peraturan per-
undang-undangan yang lebih rendah tidak
boleh bertentangan dengan peraturan per-
undang-undangan yang lebih tinggi. Disini
terlihat sekali bahwa setiap norma hukum
atau produk hukum itu bersifat berjenjang
dan memiliki tingkatan-tingkatan yang pa-
ling tinggi, yang lebih tinggi dan terus sam-
pai kebawah. Dimana semuanya itu tidak
boleh saling bertentangan dan berlawanan
dalam hal dan isi pengaturannya. Hal yang
tidak diatur atau dilarang dalam peraturan
yang lebih tinggi tidak boleh diatur dan
dibolehkan dalam peraturan yang lebih
rendah.'®

Teori berjenjang tersebut yang telah
diatur dalam peraturan perundang-unda-
ngan Indonesia didasarkan pada teori stu-
fenbau theorieyang dikembangkan oleh
Hans Kelsen (1945) yang dalam bukunya

"Lihat Evita Isretno, Kewenangan
Penarikan Dana Pengembangan Keahlian dan
Keterampilan Tenaga Kerja Asing, Jurnal Hukum
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda,
Palembang, Lex Librum, No. 1 Vol. II, 2015, hlm.
240.

185

berjudulGeneral Theory of Law and State,
Kelsen menyatakan bahwa:

“Norma-norma hukum itu berjen-
jang dan berlapis-lapis dalam suatu
hierarki tata susunan, dimana suatu
norma yang lebih rendah berlaku,
bersumber, dan berdasar pada nor-
ma yang lebih tinggi, norma yang
lebih tinggi berlaku, bersumber, dan
berdasar pada norma yang lebih
tinggi lagi, demikian seterusnya sa-
mpai pada suatu norma yang tidak
dapat ditelusuri lebih lanjut dan
bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu
norma dasar (Grund norm)”."

Pada intinya teori ini dimaksudkan
untuk menyusun suatu hierarkis norma-
norma sehingga berlapis-lapis dan berjen-
jang. Suatu peraturan baru dapat diakui se-
cara legal, apabila tidak bertentangan de-
ngan peraturan perundang-undangan yang
berlaku pada suatu jenjang yang lebih ti-
nggi. Seluruh sistem hukum mempunyai
sistem struktur piramidal, mulai dari yang
abstrak (ideologi negara dan UUD) sampai
yang konkrit UU dan Peraturan Pelaksa-
naan.

Dalam sistem norma hukum negara
Republik Indonesia, norma-norma hukum
yang berlaku berada dalam suatu sistem
yang berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang
sekaligus berkelompok-kelompok, dimana
suatu norma itu berlaku, bersumber, dan
berdasar pada norma yang lebih tinggi,
sehingga sampai pada suatu norma dasar
negara (staats fundamental norm) yaitu
Pancasila.’’Dalam perkembangannya saat
ini telah dikeluarkan undang-undang nomor
12 tahun 2011 tentang Pemebentukan
Peraturan Perundang-undangan, yang berisi
hierarkis peraturan perundang-undangan,

"Ibid., hlm. 241.

Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum,
Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2009,
him. 42.

“'Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu
Perundang-undangan, Kanisius, Yogyakarta, 1998,
him. 26.
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adapun tata urutannya adalah sebagai beri-
kut:
1. Undang-Undang Dasar Negara RI Ta-
hun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat
UU/PERPU
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Peraturan Daerah Provinsi dan,
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Berdasarkan ketentuan tata peratu-
ran perundang-undangan di atas kedudukan
SEMA tidak diatur dalam peraturan per-
undang-undangan. Dalam praktik di semua
negara dapat ditemukan adanya bentuk-ben-
tuk peraturan yang tidak termasuk kategori
peraturan perundang-undangan, tetapi isi-
nya juga bersifat mengatur atau berisi peng-
aturan. Bentuk-bentuk aturan yang seperti
ini biasa dikenal sebagai Quasi Peraturan
atau aturan kebijakan. Dalam bahasa Belan-
da, aturan demikian disebut beleidsregels
atau dalam bahasa Inggris disebut policy
rules. Disebut beleids, policy rules, atau
kebijakan, karena secara formal bentuknya
tidak dapat disebut atau memang bukan
berbentuk peraturan yang resmi.*
Kewenangan untuk menetapkan
aturan-aturan kebijakan seperti ini timbul
dari adanya kewenangan inheren yang di-
miliki oleh pejabat Tata Usaha Negara atau
pemegang jabatan administrasi negara,
menunjuk kepada pengertian kewenangan
untuk menetapkan kebijaksanaan di luar
ketentuan yang berlaku. Fenomena aturan
kebijakan dianggap sesuatu yang tidak ter-
hindarkan, karena dibutuhkan dalam prak-
tik. Aturan-aturan kebijakan ini memang
dapat dibuat dalam berbagai macam bentuk
dokumen tertulis yang bersifat membim-
bing, memberi arahan kebijakan, dan meng-
atur suatu pelaksanaan tugas dan peker-
jaan.”

Nonkw

“Jimly Asshiddigie, Pokok-Pokok Hukum
Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, PT.
Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm. 263-264.
* Ibid., hlm. 265.

Muhammad Nur Amin

Terkait dengan SEMA Nomor 3
Tahun 2000 tentang putusan serta merta di
korelasikan dengan undang-undang nomor
2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perseli-
sthan Hubungan Industrial, jo Pasal 108
mengenai putusan serta merta untuk me-
menuhi asas peradilan yang dapat dilaksa-
nakan dengan sederhana, cepat, dan biaya
ringan, maka untuk memberikan putusan
serta merta Ketua Majelis Hakim Penga-
dilan Hubungan Industrial harus berdasar-
kan pada ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Walaupun ada SE-
MA yang mengatur tentang putusan serta
merta yang melebihi dari peraturan perun-
dang-undangan, lebih baik diabaikan saja.
Karena, menurut hierarkis atau tata urutan
peraturan perundang-undangan, aturan yang
berada di bawah tidak dapat mengalahkan
aturan yang kedudukannya lebih tinggi.

Meskipun, SEMA tersebut dibutuh-
kan sebagai aturan kebijakan, tetapi seorang
hakim dalam menjatuhkan putusan wajib
menggali, mengikuti, dan memahami nilai-
nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup
dalam mayarakat agar putusan yang diberi-
kan dapat mengikuti gerak perkembangan
masyarakat yang sangat cepat sehingga
seringkali menjadikan hukum formal keti-
nggalan. Maka dari itu, pencarian keadilan
tidak hanya di dalam undang-undang atau
peraturan hukum lainnya, tetapi juga dalam
nilai-nilai sosial yang hidup di masyara-
kat.** Tugas hakim untuk menggali nilai-ni-
lai sosial di masyarakat dikenal dalam sis-
tem hukum nasional berdasarkan ketentuan
Pasal 5 ayat (1) undang-undang nomor 48
tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman.

Dengan demikian, kedudukan SE-
MA tentang putusan serta merta dapat di-
kesampingkan dengan adanya Pasal 108
undang-undang nomor 2 tahun 2004 tenta-
ng Penyelesaian Perselisthan Hubungan In-
dustrial. Sehingga Ketua Majelis Hakim Pe-
ngadilan Hubungan Industrial dapat mem-
berikan putusan serta merta dalam praktik

*Djohansjah, Reformasi Mahkamah Agung
Menuju  Independensi  Kekuasaan  Kehakiman,
Kesaint Blanc, Jakarta, 2008, hlm. 62.
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persidangan. Oleh sebab itu, hakim sebagi
titik sentral penegak hukum dan keadilan
harus mampu menyerap dan menyelesaikan
semua perkembangan kasus dalam pertim-
bangan putusannya berdasarkan pengeta-
huan dan pengalaman yang dimilikinya, ter-
masuk dari berbagai sumber hukum dan
peraturan yang berlaku serta menurut hati
nuraniya. Sehingga, putusan hakim itu men-
jadi solusi terbaik bagi penyelesaian hukum
tanpa menyulut gejolak di masyarakat®
khusunya gejolak di masyarakat hubungan
industrial.

3. Syarat Penjatuhan Putusan Serta

Merta
Praktik penerapan putusan serta

merta, telah mendatangkan banyak kesuli-
tan dan memusingkan para hakim. Disatu
sisi undang-undang telah memberi wewe-
nang kepada hakim menjatuhkan putusan
yang seperti itu meskipun dengan syarat-
syarat yang terbatas. Pada sisi lain, penga-
bulan dan pelaksanaan putusan tersebut
selalu berhadapan dengan ketidakpastian,
karena potensial kemungkinan besar putu-
san itu akan dibatalkan pada tingkat ban-
ding atau kasasi.

Mengenai syarat-syarat yang harus
dipenuhi untuk mengabulkan dan menjatuh-
kan putusan serta merta menurut Yahya
Harahap, sebagai berikut: Pertama, menu-
rut ketentuan versi Pasal 180 HIR, Pasal
191 RBG, dan Pasal 54 Rv. Kedua, di-
kemukakan dalam SEMA Nomor 3 Tahun
1971, dan Ketiga, Pedoman Pelaksanaan
Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku
IL?° Adapun substansi mengenai ketiga
syarat di atas terdiri dari:

a. Surat bukti yang diajukan untuk
membuktikan dalil gugatan terdiri
dari akta otentik atau akta dibawah
tangan yang diakui isi dan tanda
tangan tergugat;

“Binsar M. Gultom, Pandangan Kritis
Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum Di
Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
2012, hlm. XV.

M. Yahya Harahap, Op. Cit., hlm. 902.
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b. Ada putusan yang sudah ber-
kekuatan hukum tetap, yang meng-
untungkan pihak penggugat dan pu-
tusan itu ada hubungannya dengan
gugatan yang bersangkutan;

c. Ada gugatan provisi yang dikabul-
kan;

d. Apabila objek gugatan adalah ba-
rang milik penggugat yang dikuasai
oleh tergugat;

Apabila salah satu dari syarat ter-
penuhi, sudah dapat dijadikan dasar men-
jatuhkan putusan serta merta. Syarat yang
paling mendasar, apabila gugatan didukung
alat bukti akta otentik atau akta di bawah
tangan yang mempunyai nilai kekuatan
pembuktian sempurna dan mengikat. De-
ngan demikian, jika gugatan yang diajukan
didukung oleh alat bukti akta otentik, dan
ternyata kebenaran akta itu tidak dapat
dilumpuhkan tergugat dengan bukti lawan,
maka sudah terpenuhi syarat mengabulkan
permintaan putusan serta merta. Begitu juga
kalau gugatan bertitik tolak dari putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap, telah memenuhi syarat untuk men-
jatuhkan putusan yang dapat dijalankan le-
bih dahulu.”’

Selain syarat disebutkan di atas, per-
lu diperhatikan asas wultra petitum partium
yang digariskan Pasal 178 ayat (3) HIR.
Pengabulan harus bertitik tolak dari petitum
gugatan. Jika dalam gugatan ada diajukan
petitum yang meminta putusan serta merta,
baru timbul kewenangan hakim untuk me-
ngabulkan dalam kategori dapat, bukan wa-
jib mengabulkannya. Apabila dalam peti-
tum tidak ada permintaan, maka tertutup
kewenangan hakim untuk menjatuhkan pu-
tusan seperti itu.

Kemudian apabila putusan serta
merta pada tingkat banding maupun kasasi
ditolak, maka sebagai antisipasi Ketua Ma-
jelis Hakim memerintahkan kepada pemo-
hon eksekusi putusan serta merta untuk
memberi jaminan atas pelaksanaan eksekusi
tersebut dengan mengeluarkan penetapan

2 Ibid., hlm. 903.
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berisi perintah menyerahkan jaminan kepa-
da pemohon eksekusi, apabila perintah itu
tidak dipenuhi, pelaksanaan eksekusi tidak
dijalankan. Tujuan pemberian jaminan ter-
sebut adalah untuk mengantisipasi kemung-
kinan terjadinya rehabilitasi kepada keada-
an semula, apabila putusan dibatalkan pada
tingkat banding atau kasasi. Sebab tanpa
jaminan, sulit memperkirakan bagaimana
pemulihan kembali kepada keadaan semula
apabila putusan itu dibatalkan.?®

Terkait dengan penjatuhan putusan
serta merta dalam kasus Perselisihan Hu-
bungan Industrial, maka dapat dilakukan
Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan
Industrial dengan memperhatikan syarat-
syarat ketentuan hukum yang ada sebagai
acuan dalam memberikan putusan serta
merta, sehingga tinggal keberanian dari
seorang hakim untuk menjatuhkan putusan
serta merta berdasarkan penguasaan hukum,
visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas
dari hakim yang bersangkutan.

D. Kesimpulan/Rekomendasi
Berdasarkan pembahasan yang telah

diuraikan di atas, maka dalam makalah ini

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan SEMA tentang putusan
serta merta tidak termasuk dalam
hierarkis atau tata peraturan per-
undang-undangan yang telah dite-
tapkan, tetapi SEMA merupakan
aturan kebijakan yang melekat pada
pejabat pembuat kebijakan. Oleh se-
bab itu, SEMA tersebut dapat di-
kesampingkan oleh Ketua Majelis
Hakim Pengadilan Hubungan Indus-
trial, karena hukum acara Penyele-
saian perselisihan Hubungan Indus-
trial telah mengatur putusan serta
merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad).
Sehingga keberanian Majelis Hakim
dalam memberikan putusan serta
merta masih diperlukan sebagai
solusi untuk memulihkan hak-hak
pekerja/buruh secara cepat, tepat,
dan berkeadilan. Namun, Majelis

21bid., hlm. 906.

Muhammad Nur Amin

Hakim dalam memberikan putusan
serta merta harus cermat dalam me-
lihat syarat-syarat yang telah diten-
tukan oleh peraturan perundang-un-
dangan, karena hukum acara perseli-
sihan hubungan Industrial merupa-
kan hukum acara perdata dalam li-
ngkup peradilan umum kecuali yang
diatur khusus dalam undang-undang
tersebut.

Pengaturan hukum mengenai syarat
memberikan putusan serta merta
telah diatur dalam HIR, RBG, dan
Rv, serta Undang-UndangNomor 2
Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial.
Oleh karena itu, peraturan hukum di
atas dapat dijadikan dasar atau acu-
an bagi Majelis Hakim Pengadilan
Hubungan Industrial dalam mem-
berikan putusan serta merta.
Rekomendasi bagi stakeholder ter-
kait, diperlukannya penyempurnaan
terhadap Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselistihan Hubungan Industrial,
khususnya Pasal 108 tentang putu-
san serta merta. Karena dalam Pasal
tersebut tidak menyebutkan secara
jelas putusan serta merta apa yang
bisa diajukan apakah tentang per-
selisihan hak, perselisihan PHK,
perselisihan kepentingan, atau per-
selisthan antar serikat pekerja seri-
kat buruh dalam satu perusahaan.
Hal ini menjadi sangat penting ka-
rena akan memberikan kemudahan
bagi pencari keadilan dalam mem-
perjuangkan hak-haknya.
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